
BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR f TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

LINGGA TAHUN 2022 - 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

bahwa dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
yang adil dan berkelanjutan serta memenuhi
hajat hidup orang banyak, perlu penyediaan
air minum yang cukup dan berkualitas baik,

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai
dengan kewenangan daerah,

b.

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem
Penyediaan Air Minum,

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
Kabupaten Lingga Tahun 2022-2042.

d.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341):

No Jabatan Paraf

1. Kasubbag/ Kasi 1
2. Kasubbag Umum OPD kt



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377):

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725):

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679):

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6405),

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015
tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5801):

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015
tentang Sistem Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5802):

7.

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 389):

8.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10):

9.

Jabatan

Kasubbag/Kasi

Kasubbag Umum OPD



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2013
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1462):

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016
tentang Pemberian Dukungan oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 752),

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016
tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum Untuk
Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan
Usaha (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1006),

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016
tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan
Air Minum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun
2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif
Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun
2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air
Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 406):

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Nomor 2):

Jabatan

Kasubbag/Kasi

Kasubbag Umum OPD



18. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga
Tahun 2015 Nomor 5),

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG RENCANA
INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 - 2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
Daerah adalah Kabupaten Lingga.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lingga.
Bupati adalah Bupati Lingga.
Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM
adalah PDAM Kabupaten Lingga.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat
daerah yang terdiri atas unsur pelaksana urusan pemerintahan, unsur

pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, unsur penunjang
urusan pemerintahan dan kecamatan, serta unsur staf, unsur

pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan

fungsi DPRD Kabupaten Lingga.
Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah
satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan

4.

5.

6.

sarana air minum.

Jabatan

Kasubbag/Kasi

Kasubbag Umum OPD



10.

11.

12.

13.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, per seroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara/daerah dengan nama

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha

tetap dan bentuk usaha lainnya.
Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air
baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan,
cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu
tertentu sebagai air baku untuk air minum.
Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses
pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuh isyarat
kesehatan dan dapat langsung diminum.

Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang
sehat, bersih, dan produktif.

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun,
memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-

fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan

hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan
air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu

wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu

kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi
menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya
dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.

Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut
Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha
milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau
kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan

7.

8.

9.

pengembangan sistem penyediaan air minum.

No Jabatan Paraf

1. Kasubbag/ Kasi 4
2. Kasubbag Umum OPD t



14.

15.

(1)

(2)

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RISPAM
adalah suatu rencana jangka Panjang (15-20 tahun) yang merupakan
bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan
perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu

periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dam memuat komponen
utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
melakukan penyelenggaraan konsep strategik pengelolaan sarana dan

prasarana air minum di Daerah dalam kurun waktu perencanaan 20

(dua puluh) tahun, sehingga membantu Pemerintah Daerah

memfungsikan secara optimal sarana dan prasarana air minum

seiring dengan perkembangan pembangunan daerah.

Tujuan pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi
Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan
pembangunan pengembangan air minum di Daerah untuk kurun
waktu 20 (dua puluh) tahun, sehingga kegiatan pembangunan air
minum ini berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Jabatan

Kasubbag/Kasi

Kasubbag Umum OPD H
a



BAB III

RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:
a. Batasan wilayah yang akan di studi meliputi Kawasan Perkotaan

dan Perdesaan di wilayah Daerah,
Lingkup pengembangan SPAM, meliputi:
1) Pengembangan cakupan,
2) Kualitas pelayanan air minum, dan

3) Kontinuitas kepada konsumen,
Lingkup teknis pengembangan SPAM di dalam wilayah
adminstrasi, meliputi pengembangan sistem jaringan perpipaan
maupun bukan jaringan perpipaan,
Aspek kajian yang perlu diperhatikan dalam penyusunan
RISPAM meliputi:
1) Aspek Keuangan,
2) Aspek Ekonomi,
3) Aspek Sosial,
4) Aspek Budaya, dan
5) Aspek Teknis.
Pengembangan SPAM disusun untuk jangka pendek (2 tahun),
jangka menengah (S5 tahun) dan jangka Panjang ( 15-20 tahun).

b.

e.

BAB IV
SISTEMATIKA DAN PENETAPAN

Pasal 4

Sistematika RISPAM di Daerah disusun sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI
BAB III KONDISI EKSISTING SPAM KABUPATEN LINGGA
BAB IV KRITERIA PERENCANAAN
BAB V PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
BAB VI POTENSI AIR BAKU
BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM
BAB VIII ANALISIS KEUANGAN
BAB IX RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Jabatan

Kasubbag/Kasi

Kasubbag Umum OPD “n
i



Pasal 5

RISPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Penyelenggaran RISPAM dapat dilakukan melalui 2 (dua) kebijakan,
meliputi:
a. Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan, diselenggarakan oleh

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) dan /atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
di daerah:

b. Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan, diselenggarakan oleh

Kelompok Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (KP SPAM)
dan atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RISPAM paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh instansi yang berwenang dibidang penyediaan air
minum di Daerah setiap akhir tahun.

Jabatan

Kasubbag/Kasi

Kasubbag Umum OPD



BAB VII
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bpati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Lingga.
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Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 3y Januari 2022

D

BUPATI LINGGA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal Jy Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

Kamsuni
vi

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR lof

Jabatan

Kasubbag/Kasi

Kasubbag Umum OPD “d
p


